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ABSTRAK

Indonesia tidak hanya menerapkan kebijakan desentralisasi untuk seluruh wilayah
Indonesia, tetapi juga memperkenalkan desentralisasi asimetris terutama di daerah
tertentu seperti Aceh, Papua dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini
lebih banyak mengalihkan tanggung jawab ke daerah tertentu, didukung dengan
pemberian dana transfer otonomi khusus dari pemerintah pusat. Dana Otonomi
Khusus antara lain membiayai program-program pembangunan yang mendorong
perekonomian, meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Aceh. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui efisiensi dana otonomi khusus yang diterima provinsi
Aceh tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 melalui analisis Data Envelopment
Analysis (DEA). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari
publikasi BPS dan BPKA. Hasil uji efisiensi dengan metode DEA menunjukkan
bahwa dari 23 Kabupaten/Kota yang diteliti hanya 1 kota yaitu Subulussalam yang
sudah efisien dalam mengalokasikan DOKA selama periode 2018-2021. Hal ini
disebabkan ketidaktepatan target alokasi DOKA, dan masih banyak permasalahan
alokasi.

Kata Kunci: Desentralisasi, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), kesejahteraan
masyarakat
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ABSTRACT

Indonesia has not only implemented a decentralization policy for all of
Indonesia’'s territory but has also introduced asymmetric decentralization,
especially in certain areas such as Aceh, Papua and West Papua. This asymmetric
decentralization policy shifts more responsibility to specific regions, supported by
granting special autonomy transfer funds from the central government. The Special
Autonomy Fund, among other things, finances development programs that
stimulate the economy, and improve the quality of life, education, health and
infrastructure to create people's welfare. Aceh. This study aimed to determine the
efficiency of the special autonomy funds received by the province of Aceh from 2018
to 2021 through Data Envelopment Analysis (DEA). The data used is secondary
data that comes from the publication of the BPS and BPKA. The DEA method's
efficiency test results show that of the 23 regencies/cities studied, only two city have
efficiently allocated DOKA for the 2018-2021 period. This is due to the inaccuracy
of DOKA's allocation target, and there are still many allocation problems.

Keywords: Decentralization, Autonomy Fund, community welfare
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengakui dan menghormati instansi pemerintahan
daerah tertentu yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18b (1) UUD 1945. Seperti Provinsi Aceh dan daerah lainnya yang
mendapatkan hak keistimewaan Daerah Istimewa. Kebebasan berekspresi
diberikan dalam rangka demokratis dimana pemerintah daerah merupakan
elemen paling dengan rakyat. Pemberian otonomi khusus untuk mempercepat,
memajukan dan mengembangkan daerah tersebut.

Aceh merupakan provinsi yang diberikan wewenang khusus untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kondisi dan
wilayah tersebut sebagai wujud dari proses desentralisasi sesuai dengan UU
No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemberian hak otonomi ini
diharapkan mampu melakukan pembangunan dan mengejar ketertinggalannya
dari provinsi lain yang lebih maju sehingga terciptanya kesejahteraan
masyarakat (Khusaini, 2016).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika
kemampuan keuangan daerah stabil. Tanpa dukungan finansial, kegiatan
pembangunan dan penyediaan pelayanan publik untuk mewujudkan
pertumbuhan kesejahteraan rakyat tidak dapat berjalan dengan lancar. Artinya

masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan warganya jika pemerintah



daerah juga meningkatkan kemampuan keuangannya (Christia & Ispriyarso,
2019).

Pemerintah pusat melakukan inovasi dengan memberlakukan otonomi
khusus di daerah Aceh sebagai bentuk jawaban dari tuntutan dan dorongan dari
masyarakat Aceh dalam melakukan pembangunan daerah. Pemberian Dana
Otonomi Khusus terhadap Provinsi Aceh didasari oleh beberapa faktor, salah
satunya Aceh menjadi modal bagi dalam memperjuangkan kemerdekaan
Republik Indonesia (Sanur, 2020).

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana
Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan
untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta
pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan

Pemberlakuan otonomi khusus telah menjadikan Indonesia sebagai
negara dengan sistem tata kelola ekonomi yang terdesentralisasi. Tujuan
desentralisasi kebijakan fiskal adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Keterkaitan antara pemerintah pusat
dan daerah telah memfasilitasi desentralisasi mendorong terjadinya, dimana
negara kini mengalokasikan Dana Perimbangan (DP) untuk membiayai
kebutuhan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Dana transfer

dari pusat dinilai sangat penting agar pencapaian standar minimal pelayanan



publik di seluruh tanah air tetap terjamin dan kesenjangan antar daerah
berkurang (Maulana et al., 2018).

Penerapan desentralisasi fiskal juga bisa menjadi bencana bagi daerah
itu sendiri jika tidak diiringi dengan tata kelola yang benar. Pemberlakuan
daerah otonom dapat memperkuat kesenjangan dan menghambat pertumbuhan
ekonomi. Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah penduduk, potensi masyarakat
serta perbedaan tingkat pendapatan dan basis pajak antar daerah (Ben, 2003).
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerima dana otonomi
Khusus dari pemerintah pusat yang didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemberian hak otonomi khusus oleh pemerintah pusat bagi Provinsi
Aceh, Papua dan Papua Barat dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi daerah, dalam rangka mengejar ketertinggalan provinsi lain yang
lebih maju, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, penegakan supremasi dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (Aziz et al., 2019).

Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) merupakan karunia bagi
masyarakat Aceh untuk membantunya pulih dari permasalahan ekonomi yang
berkelanjutan. Kemiskinan di Aceh yang masih berlanjut hingga saat ini
menjadi atensi masyarakat. Bagaimana tidak, besarnya kucuran dana yang
diberikan pemerintah pusat tidak membawa perubahan yang signifikan bagi
kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dana sebesar itu justru menimbulkan
masalah baru bagi pembangunan Aceh, yaitu kesenjangan pembangunan.

Ternyata, besaran anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan reformasi



pembangunan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan. (Ramazil et al.,
2020).

Dana tersebut ditransfer setiap tahun ke Rekening Kas Daerah
Provinsi Aceh, yang menjadi pendapatan dan dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). DOKA digunakan untuk mendanai
program pembangunan daerah di beberapa sektor seperti pemeliharaan
infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi penduduk,
dana pendidikan, dana sosial dan kesehatan (Abrar, 2018). Keberadaan DOKA
memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejak
2008 hingga 2021, Pemerintah Aceh menerima bantuan DOKA sebesar

Rp89,93 triliun, dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
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Gambar 1.1 Alokasi DOKA 2008-2021 (Dalam Triliun Rupiah)
Sumber: Data Kemenkeu Diolah(2021)

Sejak 2008 hingga 2021, Aceh menerima Rp89,93 triliun dana otsus

dari pemerintah pusat. Pada tahun 2021 saja, Provinsi Aceh menerima dana



Otsus dari pusat hingga Rp 7,8 triliun. Meski Aceh sudah mendapat begitu
besar kucuran DOKA dari pusat, akan tetapi Aceh masih tercatat sebagai
provinsi termiskin di Pulau Sumatera (Redaksi, 2021).

Dana Otonomi Khusus Aceh yang seharusnya dapat mengentaskan
kemiskinan pasca konflik bersenjata dan sosial yang berkepanjangan ternyata
hanya bisa tampil secara sepihak di tengah masyarakat Aceh. Faktanya, pada
2021 jumlah masyarakat miskin di Aceh mencapai 834,24 ribu orang atau
sebesar 15,33% dari total penduduk. Angka ini mengalami kenaikan menjadi
sebesar 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal,
berdasarkan data tahunan, jumlah penduduk miskin di Aceh selama lima tahun
sempat mengalami penurunan (BPS, 2021).

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh tahun 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
16,89 15,97 15,32 14,99 15,33
Sumber: Data BPS diolah (2022)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa proporsi penduduk miskin di Aceh pada
tahun 2017 sebesar 16,83%. Kemudian terus mengalami penurunan hingga
menjadi 14,99% pada tahun 2020. Namun Kembali mengalami kenaikan sebesar
0,34% pada tahun 2021 menjadi 15,33%. Meski mengalami penurunan, akan
tetapi, kemiskinan di Aceh masih tinggi dibandingkan daerah lain di Sumatera.

Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut (BPS, 2021).
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Gambar 1.2 Persentase Masyarakat Miskin Pulau Sumatera
2020-2021

Sumber: BPS Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa Aceh menjadi daerah
dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Sumatera kemudian disusul
olen Bengkulu yang persentase penduduk miskinnya 15,22%, Sumatera
Selatan 12,48%, Lampung 12,76%, Sumatera Utara 9,01%, Jambi 8,09%, Riau
7,04%, Bangka Belitung 4,90% dan Kepulauan Riau 4,72% (BPS, 2021). Hal
ini mengisyaratkan Aceh masih belum mampu mengalokasikan dana Otsus
yang diberikan oleh pemerintah pusat secara memadai, sehingga keberadaan
dana otsus dinilai belum mampu mensejahterakan masyarakat Aceh secara
signifikan (Ramzil et al., 2020).

Kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan, namun juga

menggambarkan suatu proses yang kompleks dengan multidimensi. Jika



dibiarkan menjadi masalah akut, kemiskinan dapat menjebak generasi penerus
(Desai et al., 2003). Untuk mengatasinya permasalahan diperlukan penanganan
secara komprehensif dan berkelanjutan serta tentu tidak mungkin dapat diatasi
olen pemerintah sendiri. Kemiskinan memerlukan penanganan secara
komprehensif agar berhasil dalam menyelesaikannya. Kemitraan antara
pemerintah, masyarakat dan swasta sangat diperlukan untuk menangani
masalah multidimensional tersebut (Mustagimah et al., 2017).

Fakta di atas menunjukkan bahwa politik merupakan unsur yang paling
dominan mempengaruhi lahirnya masyarakat miskin baru sebagai akibat dari
berbagai kebijakan. Selain itu, meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia
menyebabkan lemahnya faktor kesehatan dan pendidikan serta terbatasnya
infrastruktur. Sekalipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan
tetapi tinggal di daerah terbelakang dengan infrastruktur terbatas, individu
tersebut kemungkinan besar akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
(Tinambunan et al., 2019) .

DOKA belum terlaksana dengan baik, belum tepat sasaran dan sangat
didominasi oleh provinsi. Hal ini dibuktikan dengan inkonsistensi Qanun Aceh
yang memuat tentang Dana Otonomi Khusus. Hal itu berdampak pada
pelaksanaan anggaran, terutama dalam mengurangi kemiskinan di Aceh.
Pemerintah Aceh belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan DOKA karena
perencanaan tidak mengacu pada rencana induk dan bersifat ditetapkan dengan
peraturan gubernur (sebagai acuan dalam perencanaan penggunaan dana

otonomi)(Sari et al., 2020).



Dana Otonomi Khusus dianggap mampu menurunkan angka
kemiskinan apabila didukung oleh regulasi pemerintah yang baik. Hadirnya
DOKA akan meningkatkan pemerataan sosial ekonomi karena pemerintah
daerah lebih dekat dengan masyarakat daripada pemerintah pusat, sehingga
pemerintah daerah diharapkan mendapatkan informasi dan menyelesaikan
masalah lebih cepat (Ramzil et al., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian
Abrar (2018) yang menunjukkan bahwa DOKA dapat mendukung kegiatan
untuk memberikan pengaruh yang signifikan dan meningkat pertumbuhan
ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan IPM melalui investasi
dan belanja daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disarikan bahwa dalam jangka
panjang implementasi desentralisasi khususnya daerah otonomi belum dapat
memberikan manfaat kepada masyarakat secara signifikan. Terlihat dari
tingkat kemiskinan yang masih tinggi, disparitas pembangunan antar wilayah
terutama kesenjangan hasil pembangunan, ekonomi dan infrastruktur masih
menjadi masalah serius (Utomo & Sumarsono, 2009). Hal ini disebabkan oleh
pengelolaan DOKA yang belum sesuai sasaran, baik dari sisi politik maupun
ekonomi. Dalam bidang ekonomi, DOKA tidak dialokasikan secara efektif
membuat kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum belum mengalami
perbaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2019) juga mencoba
mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Aceh tahun 2011-

2017. Pada penelitian itu menggunakan fungsi layanan pendidikan, kesehatan,



infrastruktur layanan publik. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa DOKA
berpengaruh terhadap efisiensi belanja pelayanan umum dan publik lainnya.
Safwadi (2020) juga mengukur dampak Dana Otsus terhadap konvergensi IPM
di Aceh yang menjelaskan bahwa DOKA yang berlimpah ternyata belum
mampu secara signifikan mendorong pemerataan pembangunan manusia di
Aceh.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi dasar bagi peneliti untuk
melakukan penelitian mengenai efektivitas penggunaan dana otonomi khusus
Aceh. Selain itu peneliti juga menambahkan fungsi pemberdayaan ekonomi
rakyat, yang merupakan novelty penting penelitian ini. Sehingga Peneliti
bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Efisiensi Penggunaan Dana
Otonomi Khusus Provinsi Aceh Periode 2018-2021".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada latar belakang di atas,

maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana efisiensi penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
periode 2018-2021?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin didapat pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk menjelaskan efisiensi penggunaan Dana Otonomi Khusus

Provinsi Aceh periode 2018-2021
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2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademisi
Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi
tambahan bagi pembaca yang dapat digunakan sebagai referensi untuk
penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya mengenai pengalokasian
dan perkembangan dalam bidang otonomi khusus.
b. Manfaat Praktisi
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pedoman kebijakan
baru bagi pengembangan penggunaan dana otonomi khusus sehingga
mampu tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui
penetapan kebijakan dan berbagai strategi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Aceh.
D. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pengantar yang
menjelaskan dasar-dasar untuk menentukan judul. Bab ini berisi latar belakang
masalah, membahas fenomena yang relevan dengan penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian, dan struktur penulisan.

Bab kedua berisi tentang kerangka teori dan kerangka acuan penelitian
berdasarkan kajian pustaka, referensi dan publikasi penelitian sebelumnya
yang berkaitan dengan penggunaan dana otonomi khusus. Kemudian
dilanjutkan dengan hipotesis sebagai asumsi tentatif dan kerangka berpikir

untuk menjelaskan variabel yang diteliti.

10
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Bab ketiga menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Bab ini
memberikan gambaran tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian,
populasi dan sample, sumber data, metode pengumpulan data serta metode
analisis data yang digunakan.

Bab keempat berisi tentang gambaran umum topik penelitian dan hasil
pengolahan data yang telah dilakukan serta implikasinya. Bab ini merupakan
jawaban dari rumusan masalah

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang
telah diuraikan sebelumnya, hasil penelitian dan saran untuk berbagai

pemangku kepentingan yang relevan bagi peneliti.

11



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Kebijakan desentralisasi fiskal seharusnya dapat mendorong
peningkatan efisiensi pelayanan publik yang lebih baik. Pelayanan publik
yang efisien dalam kerangka otonomi daerah seharusnya dapat mendorong
kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan
menganalisis bagaimana Dana Otonomi Khusus dialokasikan periode
2018-2021.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi Dari 23 kabupaten/kota yang
diteliti menggunakan metode Data Envelopment Analysis hanya 1 Kota
yang sudah efisien yaitu Kota Subulussalam dalam mengalokasikan
DOKA dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut. Secara umum alokasi
DOKA dinilai belum dialokasikan dengan baik oleh pemerintah daerah
yang disebabkan oleh alokasi DOKA masih didominasi oleh sektor
infrastruktur, serta masih terdapat permasalahan dalam pengalokasiannya.

B. Saran
1. Peneliti Selanjutnya
Mengingat bahwa ruang lingkup pada penelitian ini hanya dibatasi
pada efektivitas dan efisiensi DOKA bidang infrastruktur, pendidikan,
pemberdayaan ekonomi rakyat dan kesehatan terhadap kesejahteraan
masyarakat. Keterbatasan penelitian menjadi bagi penelitian

selanjutnya terutama untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam
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terutama pada bidang yang belum diteliti yaitu bidang sosial dan
keistimewaan Aceh. Selain itu, juga dapat menganalisis secara
komprehensif dampak DOKA terhadap kemiskinan di Aceh.
. Pemerintah

Untuk meningkatkan efisiensi alokasi DOKA maka pemerintah
kabupaten/kota wajib memenuhi mandatory spending anggaran
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan
pada setiap penyusunan APBD. Peran strategi DOKA perlu diawasi
agar pemanfaatan DOKA lebih fokus dan terarah. Peningkatan sumber
daya manusia yang mengelola DOKA perlu ditingkatkan agar tujuan
tersebut bisa tercapai. Selain itu penguatan dan peningkatan tata Kelola
DOKA perlu disinergikan dengan penguatan kelembagaan dan
kewenangan Otonomi Khusus. Tentunya penguatan monitoring dan

evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan DOKA.
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